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Medio Mei 2017 tin BPKP tergabung
dalam tim Pemerintah Indonesia
berperan dalam perhelatan yang

diselenggarakan oleh Bank Dunia
di New Delhi dan Calcutta, India,
Acara yang bertajuk “South - South
Knowledge Exchan Gean Leveraging
Performiance Based Financing

and Improving Accoun tabylity for
Local Government™ merupakan
ajang pertukaran Pengalarman
Pelaksanaan desentralisasi fiskal
antar negara berkembang Asia

BerbaﬁfﬁPengalaman Penerapan

Desentralisasi Fiskal

tara SSKE ini diikiuti oleh delopasi
dari negarg Indonesis, [tidia, Wama],
Seilanka dan Bangladesh. Delegasi
Indonesia terdir) dagd perwakitin
beberspa instane yiitu BPEp Kementerign
Kewngan; Kementerian Pekeriaan Umum: dan
Perumakan Bakyval, serg Bappenys,

Bagi Indonesia: SSKE cTipakan megdiz
untik berbagi Kisah siykaps Proyek Pemeringah
Dragraly dap Dasentralisgsi {P2D2} dj Indoness
dan melak ks Pertukaran pengalaman Terkai
liga isu desenitralisas yaity kinerja pemarintah
daerah dalam Pelayansn publik, Kerangka
desentralizsasi faka dan dany transfar dan
akuntabilifas Maniloring dan pelaporan
Pemerintah daerah dalam pelaksanaan
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desentralisasi fskal. Kegiatan

SERE  dilaksanakan dalam

format dua hari diskusi dar
safil hari kurjungan lapangan ke
sebuah Gram Panchayat {level
pemerintahan desa),

Berbagai sesi diskusi dalam
2cara tm memberikan pers-
pekiil baru dalam pelaksgnan
desentralizazi fiskal di nepara
peserta S5KE, sekaligus
memberikan masukan dan
ide pengembangan pelak-
sanaan desontrafisas: fiskal,
Keberhasilan P202 di Indonesia
tidak lepas dari peran optimal
BFEPR sebagai verification
ageal yang bertiwas me-
mastikan s keglalan memse-
nuhi syarat untgk pencairan
pinfaman,

Pelaksanaan desentrafisag
fiskal di nepara peserta SSKE
berbeds — bedn. sesiiai dngan

struktur pemerintahan dan
pembagian kewenangan dalam
membertkan pelavanan pablik,
Permuasalahan umom pelak:
singan desentralisdi di negara
peserta S5KE adalah lemsah-
nya akuntabilites dan lemahnys
Mok itoring dan pengawasan,
baik oleh mxsyirakat AN
lembaga, serts kapasitag

H-q_u!u b dia geas phiang!

pemda beluns memadai. Akin
#angat wepar jika pelaksanagn
desentralizasi diserza dergin
implementasi dan pengiratan
sistem pengendalian intern
yang memadal. Perbandingan
pelaksanaan deseniralisas
fiskal di Negara pesori SSKE
piada Tabel 1,

Bunjumgan lapangan ke
Dholsi Bazazr I Gram Pamichayat
mempelajart bagaimana
praktik performance for resulr
{PforR) dilaksanakan prada
fnstitutional Strengthening
af Cram Panchaya (1SGP),
ISGP yang dibiavai Mook
grantidana alokasi amum
telah mengimplementasikaz
persyaratan perlindungan
sostal dan fingkungan mefalu
Enviranment sl Social
Management Frome Wik




(ESMF), Implememasi 1SGP
kurang lebib sama deagan
PID2 antara bain dalam hal jenis
provek; adanya: mekantsme
verifikasi, dan adanya per-
syaratan perlindungan social
dan Bingkungan,

Do sisi pemerintad Indo.
nesia, pelaksamaan SSKE
Inerribertkan manfsat antera lain
kemungkinan diterapkannya
pendekatan PlorE dan peng-
gunian teknologi intormasi
dalam pemetaan criine atas
lakasi provek, Peneripon PlocR
memungkinkan pemerintah
dapat mengukur pulcome
kegiatan DAK Fisik. yang
dilam P22 masib meneraphkan
ouiput hased dishurseneat
Sedangkan pemetaan anfine
alas lokasi provek anlura fain
duapat diaplikasikan dalam
pelak=nmazn DAK Fisik tedkaie
dengan pemetaun konekiivitas
di bideng yaian dan pemetaan
lokasi sckolah di bidang pen-
iidikan. The next srop dan SSKE
intaza lain pambentiukan forum
fiskuzl antar negara peserta
SSKE, penerhitan verification
hangdboofk, dan mendorong
keberlanjutan program

LUAR NEGERI

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
(P2D2)/Local Govermment Decentralization

Project (LGDP)

ecara umiem, P20

mempunyal tujuan

untuk meningkatkan
akuntabilitas dan pelapaoran
DAK pada sektarinfrastrukiur
(jalan, irigasi, air minum, dan
canitasi)oi fokasi pemenintah
daerah percontohan.
Hal ini dilakukan mealalui
peningkatan pelaporan
keuangan dan teknis serta
verifikasi outper keglatan
infrastruktur vang dibiavai
DAK. Untuk mencapai
tujuan tersebut, P20E melak-
sanakan berbagai kegiatan
vang terfalus pada 3 (tiga)
hal yaitu:

ADALUBATAR - a,ﬂﬂﬂhﬁi GRAM PANCHAY ATk

DAK . Reimbursement
{Penggantian DAK) kepada
pemerintah pusatuntuk proyek
infrastriktur di pemerintah
provinsi/kabupatén/kota
yang memenuhi persyaratan
Yang telah ditetapkan sebe-
lumnya, Pemenuhan per-
syaratan tersebut akan
diverifikasi oleh Badan
Pengawasan Kevangan dan
Pembangunan (BPKP), Selain
penggantian DAK kepada
pemerintah pusar, pemeérintah
daerah percontohan akan
diberikan insentif berupa
dana sebesar maksimal 10%
tsepuluh persen) dari total
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LUAR NEGER|

DAK Inifrastruktur jika permda
melzksanakan kegiatan DAK
sesual dengan petunjuk tekris
dan melakukan pelaporan
DAK kepada Kementerian
Keusngan dan Kementerian
Pedetjaan Umium tepat waktu..
Penguatan institusi di
Pemerintah Pusat dan Perme-
rintah Daerah melaii penzem-
bangan sisicm mandtoring dan
evaluasi untuk pelaporan
auipt i-ceuahgan dan teknls
yang berbasis intermet, Unituk
memperkuat operasional
institusi, akan dibérikan
barguan teknis dan pelatihan
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Tabel 1. Perbandingan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal pada Megara Peserta SSKE

kepada pemerintah pusat
dan dasrah, termasuk kepada
BPKR sebagai verifikatar,
Kementerian Keuangan
menyediakan dana untuk
penguatan institusi.
Verifikasl Outpur yang
dilalksanakan oleh BPKE untuk
memastikan pemenuhan
pelaparan teknis dan oirpus,
pemenulian ketentuan pe-
ngefolaan keuangan, kese-
stakan spesifikasi teknis oot
dan permenuhan perlindungan
sosial dan lingkungan, Pada
awal tahun, BPEP akan
miengomipilasi hasga satsan

eutput (Reference Unit Costsr
RUCH dari Kementerian Pa-
kerjaan Umum sehagai dasar
penghitungan nilai peng-
gantian {reimbursement).
tintuk Pembaydran Awal
[Aavarmce Payment), BRER akan
rnemwverifikasi data penvaluran
DAK Tahap | dail Kementeran
Keuangan sampai dengan
tangaal 31 Marer BPEP akan
menyerahkan hasil veri-
fikasi dan estimasi jumlah
pembayaran awal kepada
Kermertberizn Kedangan dan

Bank Dunia,
Trenmhis adaloh Dipedioe
Invistigasi pada Deputi Inyestizasi
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